Menimbang :

Mengingat

BUPATI SIKKA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI SIKKA
NOMOR 12 TAHUN 2019
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN SIKKA TAHUN 2018-2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SIKKA,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 123 ayat (1)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan

Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana

Pembangunan  Jangka Panjang  Daerah, Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja

Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati

tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten

Sikka Tahun 2018-2023;

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah
Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan
Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
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Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-
2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 33, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4700);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018
tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan
Hidup Strategis dan Penyusunan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 549);
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Menetapkan

7. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4

Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun
2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi NTT Tahun 2019
Nomor 004, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi NTT
Tahun 2019 Nomor 0105);

Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 2 Tahun 2012
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sikka
Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka
Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Sikka Nomor 65);

Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 3 Tahun 2019
tentang Rencana Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2018-2023
(Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2019 Nomor
3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Nomor
118);

MEMUTUSKAN:

: PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SIKKA TAHUN 2018-
2023.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.

2
3.
4

Daerah adalah Kabupaten Sikka.
Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sikka.

Bupati adalah Bupati Sikka.

Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah lingkup Pemerintah

Kabupaten Sikka.

Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah lingkup

Pemerintah Kabupaten Sikka.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan yang selanjutnya
disebut Badan Perencanaan dan Litbang adalah unsur perencana
penyelenggaraan pemerintahan yang melaksanakan tugas dan
mengkoordinasikan penyusunan, pengendalian dan evaluasi
pelaksanaan rencana pembangunan daerah.

Kepala Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan yang
selanjutnya disebut Kepala Badan Perencanaan dan Litbang adalah
Kepala Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten
Sikka.

Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan
tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku
kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber
daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam
suatu lingkungan wilayah /daerah dalam jangka waktu tertentu.
Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra
Perangkat Daerah adalah Dokumen Perencanaan Strategis Perangkat
Daerah untuk periode S (lima) tahun.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD
adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja
Perangkat Daerah adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
untuk periode 1 (satu) tahun.

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada
akhir periode perencanaan.

Misi adalah rumusan mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan
untuk mewujudkan visi.

Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif
untuk mewujudkan Visi dan Misi.

Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah
untuk mencapai tujuan.

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan
yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai
sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan

masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.
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17.

18.

19.

20.

21.

22.

(1)

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau
beberapa Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran
terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan
pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya
manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau
kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut,
sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam
bentuk barang/jasa.

Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau
telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan
kuantitas dan kualitas yang terukur.

Indikator Kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau
kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat dan/atau
dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program
atau kegiatan.

Sasaran atau hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran
yang diharapkan dari suatu kegiatan.

Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan,
yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan
program dan kebijakan.

Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya

keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.

BAB 1I
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2
Maksud penyusunan Renstra Perangkat Daerah adalah untuk
memberikan arah dan pedoman bagi Perangkat Daerah beserta
stakeholder dalam membangun kesepahaman dan komitmen bersama
guna mewujudkan tujuan dan sasaran secara berkesinambungan yang
selanjutnya diharapkan dapat mewujudkan perencanaan pembangunan
daerah yang berkualitas guna mendukung terwujudnya visi dan misi

Bupati dan dan Wakil Bupati Sikka.

Berita Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2019 Nomor 12 5



(2)

(1)

(2)

Renstra Perangkat Daerah ini bertujuan untuk :

a.

menjabarkan visi dan misi Bupati yang lebih terukur kedalam tujuan
dan sasaran, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan
perangkat daerah dengan berpedoman pada RPJMD;

menjabarkan gambaran tentang kondisi umum Perangkat Daerah;
dan

merumuskan rencana kerangka pendanaan Perangkat Daerah.

BAB III
PRINSIP DAN ASAS PENYUSUNAN
Pasal 3

Penyusunan Renstra Perangkat Daerah menganut prinsip-prinsip

perencanaan pembangunan daerah yaitu :

a.

merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan
nasional,

dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan
berdasarkan peran dan kewenangan;

mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan
daerah; dan

dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki daerah,

sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional.

Renstra Perangkat Daerah dirumuskan secara transparan, responsif,

efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, berwawasan

lingkungan dan berkelanjutan.

Pasal 4

Renstra Perangkat Daerah disusun berdasarkan asas keterbukaan dalam

akses informasi, partisipatif dengan melibatkan stakeholders dan responsif

serta tanggap terhadap perubahan sesuai dengan kondisi dalam masyarakat

di Daerah.
BAB 1V
SISTIMATIKA RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
Pasal 5

Renstra Perangkat Daerah disusun dengan sistematika sebagai berikut :
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BAB I PENDAHULUAN;

BABII GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH,;

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISUSTRATEGIS PERANGKAT DAERAH,;
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN;

BABV  STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN;

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN;

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN; dan

BAB VIII PENUTUP.

BAB V
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pasal 6
Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat
Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang disusun untuk menjamin adanya
konsistensi perencanaan dan pemilihan program dan kegiatan prioritas
sesuai dengan kebutuhan masyarakat, menjamin komitmen terhadap
kesepakatan program dan kegiatan yang dibahas secara partisipatif dengan
melibatkan semua stakeholders pembangunan dan masyarakat, memperkuat
landasan penentuan program dan kegiatan tahunan daerah secara

kronologis, sistematis dan berkelanjutan

Pasal 7
Isi beserta uraian Renstra Perangkat Daerah tercantum dalam Lampiran yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8
Renstra Perangkat Daerah menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD dan

Renja Perangkat Daerah.

BAB VI
PENGENDALIAN DAN EVALUASI
Pasal 9
(1) Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap

kebijakan perencanaan strategis Perangkat Daerah.
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(2)

(3)

(4)

()

(1)

(2)

(3)

Pengendalian terhadap pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup indikator kinerja

Perangkat Daerah serta rencana program, kegiatan, kelompok sasaran

dan pendanaan indikatif serta tujuan dan sasaran Renstra Perangkat

Daerah.

Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan melalui

pemantauan dan supervisi terhadap pelaksanaan Renstra Perangkat

Daerah.

Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus

dapat menjamin :

a. indikator kinerja dan kelompok sasaran, rencana program, kegiatan
serta pendanaan indikatif Renstra Perangkat Daerah telah dipedomani
dalam menyusun indikator kinerja dan kelompok sasaran, program,
kegiatan, dana indikatif dan prakiraan maju Renja Perangkat Daerah;
dan

b. tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah telah dijabarkan dalam
tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah.

Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (4),

digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa indikator kinerja

Perangkat Daerah, rencana program, kegiatan, kelompok sasaran dan

pendanaan indikatif sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam

upaya mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah, telah

dilaksanakan melalui Renja Perangkat Daerah.

Pasal 10

Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap
pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah.

Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5), ditemukan adanya ketidaksesuaian atau
penyimpangan, Kepala Perangkat Daerah melakukan tindakan perbaikan
atau penyempurnaan.

Kepala Perangkat Daerah melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi
Renstra Perangkat Daerah kepada Bupati melalui Kepala Badan

Perencanaan dan Litbang.
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(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

Pasal 11

Kepala Badan Perencanaan dan Litbang menggunakan laporan hasil
pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3), sebagai bahan evaluasi
pelaksanaan RPJMD.

Dalam hal evaluasi terhadap laporan hasil pengendalian dan evaluasi
pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) ditemukan adanya ketidaksesuaian atau penyimpangan, Bupati
melalui Kepala Badan Perencanaan dan Litbang menyampaikan
rekomendasi langkah-langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti
oleh Kepala Perangkat Daerah.

Kepala Perangkat Daerah menyampaikan hasil tindak lanjut perbaikan
atau penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati

melalui Kepala Badan Perencanaan dan Litbang.

BAB VII
PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
Pasal 12

Perubahan Renstra Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila :

a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses
perumusan, tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan
yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;

b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang
dirumuskan, tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

c. terjadi perubahan yang mendasar; dan/atau

d. merugikan kepentingan Nasional.

Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c,

mencakup antara lain terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis

ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran Daerah
atau perubahan kebijakan Nasional.

Merugikan kepentingan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf d, apabila bertentangan dengan kebijakan Nasional.

Pasal 13

Perubahan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal

12, ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
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BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 14
Renstra Perangkat Daerah yang telah ditetapkan, tetap berlaku sampai
dengan ditetapkan Renstra Perangkat Daerah baru sesuai ketentuan

peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sikka.

Ditetapkan di Maumere

pada tanggal 13 Juni 2019

BUPATI SIKKA,
CAP,TTD.
FRANSISKUS ROBERTO DIOGO

Diundangkan di Maumere

pada tanggal 13 Juni 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIKKA,
CAP,TTD.
VALENTINUS SILI TUPEN

BERITA DAERAH KABUPATEN SIKKA TAHUN 2019 NOMOR 12

Salinan sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
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